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Abstrak 
Hak setiap orang atas informasi publik pada dasarnya 
merupakan bagian dari jaminan dan perlindungan hukum hak-
hak azasi manusia. Bila dikaitkan dengan dimensi hukum 
administrasi adalah merupakan upaya untuk perlindungan hak-
hak azasi manusia berkenaan dengan penggunaan kekuasaan 
dan pelayanan pemerintah. PTUN adalah salah satu badan 
peradilan yang memiliki fungsi untuk menegakan hukum 
administrasi, termasuk dalam keterbukaan informasi publik. 
Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa informasi publik di 
PTUN berdasarkan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik jo. Perma No. 2 Tahun 2011masih memerlukan 
banyak penyempurnaan.  
 
Kata Kunci : PTUN, Sengketa, Informasi Publik 
 
 
 
 
 
A. Pendahuluan 
Jaminan dan perlindungan hukum atas hak setiap orang 
untuk memperoleh informasi publik, secara konstitusional, telah 
diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 
setelah amandemen yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk 
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan 
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 
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memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi 
dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. 
Konstitusi Indonesia (UUD 1945) menempatkan hak setiap orang 
untuk memperoleh informasi publik sebagai bagian atau 
komponen dari Hak Azasi Manusia (HAM). 
Pasal 28F UUD 1945 ditindaklanjuti dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) 
yang mulai efektif berlaku sejak 1 Mei 2010. Tujuan dari UU KIP 
ini tersurat dalam Pasal 3,yaitu: 
“a.  menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana 
pembuatan kebijakan publik, program kebijakan 
publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta 
alasan pengambilan suatu keputusan publik. 
 b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses 
pengambilan kebijakan publik. 
 c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam 
pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan 
Publik yang Baik. 
 d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu 
yang transfaran, efektif dan efesien, akuntabel, serta 
dapat dipertanggungjawabkan. 
 e. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi 
hajat hidup orang banyak. 
 f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan/atau 
 g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di 
lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan 
informasi yang berkualitas.” 
 
Dengan demikian, jaminan atas hak setiap orang untuk 
memperoleh informasi publik dalam Pasal 28F UUD 1945 jo. UU 
KIP, merupakan sarana hukum untuk menciptakan transfaransi 
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pemerintahan sebagai salah satu upayadalam mewujudkan good 
governance (tata pemerintahan yang baik). Keterkaitan antara hak 
memperoleh informasi, pemerintahan yang transfaran, dan good 
governance, dapat digambarkan  sebagai berikut: 
“Transfransi dalam menjalankan pemerintahan merupakan 
fondasi bagi upaya mewujudkan membangun tata 
pemerintahan yang baik.Hak atas informasi (freedom of 
information) jelas merupakan salah satu elemen penting 
untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka. Salah satu 
elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraannegara 
yang terbuka adalah hak jaminan untuk memperoleh 
informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin 
terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, 
penyelenggaraan negara tersebut makin dapat 
dipertanggungjawabkan”.1 
 
Penerapan UU KIP dalam prakteknya sangat mungkin 
menemukan banyak kendala, sebagaimana dikemukakan H. 
Supandi, sebagai berikut: 
 “Permasalahannya adalah karena undang-undang ini masih 
baru memerlukan sosialisasi dan pemahaman kepada para 
anggota masyarakat, untuk itulah perlu pengkajian dan 
pembuktian tentang efektivitasnya di lapangan untuk 
implementasi di kalangan masyarakat, ... jangan sampai 
undang-undang ini dibuat justru akan menambah 
                                                 
1
Asep Kurnia, Hadi Rachmat Purnama, Ismardi D.J. Pamungkas, Betny 
H. Purba, Ftriyani, Hidayat, dan Citra Krisnawaty. 2009. “Pelaksanaan 
Penelitian Pemenuhan Hak atas Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”. www.balitbangham.go.id. Diakses 1 
Oktober 2013. 
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serangkaian permasalahan yang justru tidak 
menguntungkan bagi terbentuknya undang-undang ini. ....”2 
 
Maknanya, perlu adanya kesadaran dan pemahaman 
mengenai pentingnya saranadan upaya agar penerapan UU KIP 
tidak menyimpang dari tujuannya. Salah satunya adalah melalui  
kontrol ekternal secara yuridis atas penerapan UU KIP. UU KIP 
pun telah mengatur sarana untuk itu, yaitu penyelesaian sengketa 
informasi baik melalui ajudikasi non litigasi yang dilakukan oleh 
Komisi Informasi (KI) maupun melalui pemeriksaan di 
pengadilan. 
Salah satu sarana penyelesaian sengketa informasi publik di 
pengadilan adalah melalui PTUN. Untuk memahami upaya 
penyelesaian sengketa informasi publik melalui PTUN, maka 
setidak-tidaknya mesti dimiliki dasar pengetahuan mengenai: 
1. Fungsi dan Kompetensi PTUN dalam penyelesaian 
sengketa informasi publik. 
2. Karakteristik sengketa informasi publik di PTUN yang 
meliputi: Subjek yang bersengketa, objek keberatan, 
tenggang waktu pengajuan keberatan, dan tata 
carapemeriksaan. 
 
B. Fungsi dan Kompetensi PTUN dalam Penyelesaian 
Sengketa Informasi Publik 
Eksistensi PTUN, menurut Bagir Manan, memiliki dua 
fungsi:“Pertama, menegakkan hukum administrasi. Kedua, 
mengontrol pelaksanaan kekuasaan pemerintah dalam membuat 
peraturan administrasi atau menerapkan keputusan administrasi”.3 
                                                 
2H. Supandi. “Kompetensi Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha 
Negara Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik”.Varia Peradilan. Tahun 
XXVII, No. 330. Mei 2013, Hlm. 123. 
3Bagir Manan. „Tantangan terhadap Perkembangan Administrasi 
Negara‟.Dalam Majalah Varia Peradilan. Tahun XXIV, No. 284, Juli 2009. 
Hlm. 6. 
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Fungsi PTUN untuk menegakkan hukum administrasi juga 
dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dan kawan-kawan, 
sebagai berikut:  
“…perlu ditegaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara 
pada dasarnya menegakkan hukum publik, yakni hukum 
administrasi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-
undang PTUN Pasal 47 bahwa sengketa yang termasuk 
lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah 
sengketa tata usaha negara”.4 
 
Hukum Administrasi berfungsi melindungi hak-hak asasi 
manusia berkenaan dengan penggunaan kekuasaan pemerintah 
dan berkenaan dengan perilaku aparat dalam melaksanakan 
pelayanan kepada masyarakat.
5
Dengan demikian, maka eksistensi 
PTUN sebagai salah satu pilar negara hukum, di satu sisi 
berperan sebagai kontrol yuridis terhadap perbuatan 
pemerintahan, dan di sisi lain berperan sebagai wadah untuk 
melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan 
yang melanggar hukum.
6
 
Fungsi PTUN dalam menegakkan hukum administrasi 
memiliki kaitan erat dengan perlindungan terhadap hak-hak azasi 
manusia atas tindakan hukum administrasi pemerintah yang 
melanggar hukum.Oleh karenaitu, fungsi PTUN dalam 
penyelesaian sengketa informasi publik pun pada dasarnya adalah 
untuk „memberikan perlindungan hukum terhadap hak azasi 
                                                 
4
Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjahran Basah, 
Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M. ten Berge, P.J.J. van Buuren, 
F.A.M. Stroink.1999. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction 
to the Indonesian Admnistrative Law), Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Press.Hlm. 313. 
5
Philipus M. Hadjon, Paulus Effendi Lotulung, H.M. Laica Marzuki, 
Tatiek Sri Djatmiati, I Gusti Ngurah Wairocana. 2012. Hukum Administrasi 
dan Good Governance. Jakarta: Universitas Trisakti. Hlm. 10. 
6
Merujuk Philipus  M. Hadjon. 2007. Perlindungan Hukum bagi Rakyat 
di Indonesia. Surabaya: Peradaban. Hal. 183-193. 
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setiap orang atas informasi publik dari tindakan pemerintah yang 
melanggar hukum dalam pelayanan informasi publik‟. 
Untuk menjalankan fungsinya tersebut, PTUN diberi 
kompetensi (kewenangan) oleh UU KIP dalam penyelesaian 
sengketa informasi publik.Dasar hukum kewenangan PTUN 
dalam penyelesaian sengketa informasi publik  adalahPasal 47 
ayat (1) UU KIP yang berbunyi: “Pengajuan gugatan dilakukan 
melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat 
adalah Badan Publik Negara”.  
Di samping itu, Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah 
Agung Repulik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata 
Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan 
(selanjutnya disebut Perma No. 2 Tahun 2011), juga menentukan: 
“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa 
yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon 
Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik 
Negara”.  
PTUN baru memiliki kewenangan bilamana sengketa 
informasi publik itu telah terlebih dahulu diputus melalui 
ajudikasi non litigasi oleh Komisi Informasi. Hal ini merujuk 
pada ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU KIP yang berbunyi: 
“Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat 
(1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu 
atau para pihak yang bersengketa secara tertulis 
menyatakan tidak menerima putusan ajudikasi dari Komisi 
Informasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah 
diterimanya putusan tersebut”. 
 
Begitu juga dalam Pasal 4 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 
2011disebutkan bahwa: “Salah satu atau para pihak yang tidak 
menerima putusan Komisis Informasi dapat mengajukan 
keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang”. 
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Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka dapat 
diperoleh pemahaman bahwa kompetensi (kewenangan) PTUN 
dalam penyelesaian sengketa informasi publik adalah dalam hal:  
1.  Sengketa informasi publik itu telah terlebih dahulu 
diputus melalui ajudikasi non litigasi oleh Komisi 
Informasi. 
2. Keberatan atas putusan Komisi Informasi diajukan oleh 
Badan Publik Negara dan/atau oleh Pemohon Informasi 
yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara, 
yang mana baik Badan Publik Negara maupun 
Pemohon Informasi tersebut, sebelumnya menjadi pihak 
dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi.  
Hal tersebut di atas merupakan kompetensi (kewenangan) 
absolut. Artinya kewenangan yang dimiliki PTUN dalam 
penyelesaian sengketa informasi publik sebagai batas atau yang 
membedakan dengan kewenangan penyelesaian sengketa 
informasi publik yang dimiliki lingkungan peradilan lain, 
khususnya Pengadilan Negeri
7
. 
Adapun mengenai kompetensi relatif, yaitu mengenai 
PTUN mana yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi 
publik, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2011 
sebagai berikut: “Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh 
Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke 
Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan 
Badan Publik”. Artinya, PTUN yang berwenang secara relatif 
untuk penyelesaian sengketa informasi publik adalah PTUN yang 
wilayah hukumnya meliputi kedudukan Badan Publik Negara. 
 
 
                                                 
7
Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UU KIP jo. Pasal 3 huruf b Perma No. 2 
Tahun 2011, kompetensi Pengadilan Negeri adalah dalam hal sengketa 
informasi publik diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik 
Negaradan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan 
Publik selain Badan Publik Negara.  
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C. Karakteristik Sengketa Informasi Publik di PTUN 
Menurut Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Peratun
8
, 
PTUN merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Batasan 
sengketa tata usaha negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 
Undang-Undang Peratun, yang menurut R. Wiyono, memiliki 
beberapa unsur: 
“ a.  Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara; 
 b. Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum 
perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; 
 c. Sengketa yang dimaksud sebagai akibat 
dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara”.9 
 
Secara garis besarnya, Undang-Undang Peratun mengenal 
adanya tiga acara pemeriksaan dalam sengketa tata usaha negara, 
yaitu: 
1. Pemeriksaan acara singkat untuk memeriksa 
perlawanan atas penetapan dismissal dari Ketua PTUN. 
2. Pemeriksaan dengan acara cepat melalui penetapan 
Ketua Pengadilan atas permohonan Penggugat, tanpa 
proses dismissal, Ketua Pengadilan dalam jangka waktu 
tujuh hari setelah penetapan harus menetapkan 
persidangan, diperiksa hakim tunggal, dan jangka waktu 
jawab-jinawab maupun pembuktian untuk para pihak 
tidak melebihi waktu 14 (empat belas) hari. 
                                                 
8
Undang-Undang Peratun dalam hal ini digunakan untuk menyebut 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 51 Tahun 2009. 
9
R. Wiyono. 2008. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi 
Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 6. 
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3. Pemeriksaan dengan acara biasa melalui proses 
dismissal, pemeriksaan persiapan, jawab-jinawab, dan 
pembuktian. 
Pemeriksaan sengketa dilakukan mulai dari Pembacaan 
gugatan, jawaban, replik dan duplik, pembuktian, kesimpulan, 
dan putusan.Terhadap putusan PTUN yang melalui pemeriksaan 
acara cepat maupun acara biasa dapat dilakukan upaya hukum 
banding dan kasasi. 
Penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN memiliki 
karakteristik yang berbeda dengan pemeriksaan sengketa tata 
usaha negara menurut Undang-Undang Peratun. Perbedaan 
dimaksud adalah sebagai berikut: 
1. Subjek yang Bersengketa, Objek Keberatan, dan 
Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan 
Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UU KIP Jo.Pasal 1 
angka 10 Perma No. 2 Tahun 2011, ditentukan bahwa 
pihak-pihak yang bersengketa di PTUN adalah pihak-
pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi 
(ajudikasi non litigasi).Oleh kerana itu, Komisi 
Informasi tidak dapat didudukan sebagai pihak (subjek) 
yang bersengketa.Dengan merujuk ketentuan Pasal 48 
ayat (1) UU KIP jo. Pasal 1 angka 10 dan Pasal 3 huruf 
a Perma No. 2 Tahun 211, maka subjek yang 
bersengketa dalam penyelesaian sengketa informasi 
publik di PTUN adalah: 
a. Bila Pemohon Informasi berkedudukan sebagai 
Pemohon Keberatan,maka Badan Publik Negara 
berkedudukan sebagai Termohon Keberatan. 
b. Badan Publik Negara dapat berkedudukan sebagai 
Pemohon Keberatan dengan Pemohon Informasi 
berkedudukan sebagai Termohon Keberatan. 
Pasal 48 ayat (1) UU KIP jo. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 
4 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2011, mengatur 
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mengenai keberatan  diajukan secara tertulis terhadap 
“Putusan Ajudikasi Komisi Informasi”.Tenggang 
waktu pengajuan keberatan ke PTUN diatur dalam 
Pasal 48 ayat (1) UU KIP jo. Pasal 4 ayat (2) Perma 
No. 2 Tahun 2011,yaitu diajukan dalam tenggang 
waktu 14 (empat belas) hari (kerja) setelah diterimanya 
Putusan (salinan Putusan) Ajudikasi Komisi 
Informasi.Penghitungan tenggang waktu dilakukan 
berdasarkan bukti penerimaan salinan Putusan Komisi 
Informasi. 
2. Proses Pemeriksaan 
Pemeriksaan sengketa informasi publik di PTUN 
dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 
a. Panitera PTUN, paling lambat 14 (empat belas hari 
kerja) sejak keberatan diregister di kepaniteraan, 
harus meminta Komisi Informasi untuk 
mengirimkan salinan Putusan yang disengketakan 
beserta seluruh berkas perkaranya. Komisi 
Informasi wajib mengirimkan putusan danberkas 
perkaranya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja 
sejak permintaan diajukan. Termohon keberatan 
dapat mengajukan Jawaban atas keberatan kepada 
Panitera dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja 
sejak keberatan diregister.
10
 
b. Paling lambat 3 (tiga) hari kerja, setelah tenggang 
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja kesempatan 
Termohon Keberatan mengajukan Jawaban, Ketua 
PTUN menunjuk Majelis Hakim untuk mengadili 
perkara.
11
 
c. Tata Cara  Pemeriksaan:12 
                                                 
10
Lihat Pasal 6 ayat (1) sampai (3) Perma No. 2 Tahun 2011. 
11
Lihat Pasal 6 ayat (4) Perma No. 2 tahun 2011. 
12
Merujuk Pasal 7 dan Pasal 8 Perma No. 2 Tahun 2011. 
  217 
 
al Qisthâs; Jurnal  Hukum dan Politik 
- Dilakukan tanpa proses mediasi; 
- Dilakukan secara sederhana hanya terhadap: 
Putusan Komisi Informasi, berkas perkara, 
permohonan dan jawaban tertulis para pihak. 
- Pemeriksaan bukti hanya dapat dilakukan atas 
hal-hal yang dibantah salah satu atau para pihak 
serta jika ada bukti baru selama dipandang perlu 
oleh Majelis Hakim. 
- Untuk terangnya suatu perkara, bila diperlukan, 
Majalis Hakim dapat memanggil Komisi 
Informasi untuk memberikan keterangan. 
- Pemeriksaan dilakukan dalam sidang yang 
terbuka untuk umum, kecuali terhadap 
pemeriksaan dokumen yang berisi informasi 
yang dikecualikan. 
- Majelis Hakim wajib menjaga kerahasiaan 
dokumen yang berisi informasi yang 
dikecualikan dan Pemohon Informasi maupun 
Kuasanya tidak dapat melihat atau melakukan 
pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen 
tersebut. 
- Majelis Hakim yang memeriksa sengketa 
informasi harus memiliki pengetahuan di bidang 
keterbukaan informasi. 
3. Pengadilan wajib memutus dalam waktu paling lambat 
60 (enam puluh) hari kerja sejak Majelis Hakim 
ditetapkan.
13
 
4. Upaya hukum dilakukan dengan mengajukan kasasi ke 
Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari 
sejak diterimanya Putusan
14
, dan Mahkamah Agung 
                                                 
13
Pasal 9 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2011. 
14
Lihat Pasal 50 UU KIP. 
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wajib memutus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 
sejak Majelis Hakim ditetapkan.
15
 
 
D. Penutup 
Jaminan dan perlindungan hukum hak setiap orang atas 
informasi publik, baik secara konstitusional maupun menurut UU 
KIP, pada dasarnya merupakan bagian dari jaminan dan 
perlindungan hukum hak-hak azasi manusia.Bila dikaitkan 
dengan dimensi hukum administrasi adalah merupakan upaya 
untuk perlindungan hak-hak azasi manusia berkenaan dengan 
penggunaan kekuasaan dan pelayanan pemerintah. Atau dengan 
kata lain berkaitan dengan upaya mewujudkan transfaransi guna 
mencapai good governance. 
PTUN adalah salah satu badan peradilan yang memiliki 
fungsi untuk menegakan hukum administrasi, termasuk dalam 
keterbukaan informasi publik. Fungsi tersebut dijalankan melalui 
kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa informasi publik 
yang dimohonkan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon 
Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara, 
setelah adanya putusan ajudikasi dari Komisi Informasi. 
Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa informasi 
publik di PTUN berdasarkan UU KIP jo. Perma No. 2 Tahun 
2011masih memerlukan banyak penyempurnaan. Terlebih lagi 
dengan adanya perkembangan norma-norma hukum administrasi 
dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan maupun kaidah-kaidah hukum 
mengenai keterbukaan informasi dalam Putusan-Putusan 
Mahkamah Agung  
 
 
 
 
                                                 
15
Lihat Pasal 9 ayat (3) Perma No. 2 Tahun 2011. 
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